BUPATI ROTE NDAO

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH ITA ESA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

bahwa dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Rote
Ndao memiliki aset tidak bergerak berupa Tanah
yang potensial untuk dikembangkan wusaha
pariwisata demi  kesejahteraan  masyarakat
Kabupaten Rote Ndao;

bahwa dalam rangka menekan pembiayaan
penyelenggaraan usaha pariwisata pada asset tidak
bergerak berupa tanah milik pemerintah Daerah
Kabupaten Rote Ndao dengan tetap mendapatkan
Pendapatan Asli Daerah yang layak dari hasil
pengelolaan asset dimaksud, maka perlu dilakukan
Penyertaan Modal berupa tanah dimaksud pada
Perusahaan Daerah Ita Esa;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 333
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan
Daerah Ita Esa harus ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penye Modal Daerah pada Perusahaan Daerah
Ita Es:;afn



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao Di Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4184);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Menetapkan

dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH ITA ESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan
Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang berada di luar
Organisasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah sebagai
upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali
potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli
daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
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7. Perusahaan Daerah Ita Esa yang selanjutnya disebut PD Ita Esa adalah
BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten
Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Ita
Esa Kabupaten Rote Ndao.

8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik
yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham
Daerah pada Perusahaa Daerah Ita Esa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Ita Esa dimaksudkan
sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber penerimaan daerah guna
menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.

(2) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah
Ita Esa adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah
dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.

BAB III
PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi dan
pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah berbentuk barang milik daerah berupa tanah seluas
55.125 M2 (lima puluh lima ribu seratus dua puluh lima meter persegi)
dengan sertifikat hak pakai nomor 24.15.08.06.2.00012.

BAB V
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1) Besaran nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Ita Esa
sejumlah Rp. 13.506.000.000,- (tiga belas miliyard lima ratus enam juta
rupiah).

(2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konverpi nilai tanah
berdasarkan hasil penilaian dari lembaga penilai independen.rF
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Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyertaan modal daerah yang dikelola oleh PD Ita Esa.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

Pasal 7

Direksi PD Ita Esa wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah
kepada Bupati.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala
setiap 4 (empat) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati sebagai
bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

BAB VII
PEMERIKSAAN

Pasal 8

Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan
terhadap pertanggung jawaban PD Ita Esa.

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Bupati melalui Inspektorat.

BAB VIII
HASIL USAHA

Pasal 9

Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak,
merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.

Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak
Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD
tahun berikutny:-‘




BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua penyertaan modal daerah pada PD Ita Esa yang telah ada sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote

Ndao.

ditetapkar] di Ba’a
pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI RQTE NDAO, T

L LEONARD|HANING

diundangkan dijBa’a
pada tanggal 29| Januari 2019

L SEKRETARIS D#AERAH KABUPATEN ROTE NDAO, ,t/

JONAS MATHEOS SELLY

EMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019 NOMOR o0%2
NOREG KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 02 /20;3




II.

PENJELASAN ATAS

PERTURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH ITA ESA

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao akan melakukan investasi
dalam bentuk penyertaan modal kepada PD Ita Esa.

Mencermati pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Rote Ndao, maka
asset Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao berupa Tanah dengan
sertifikat hak pakai nomor 24.15.08.06.2.00012 sangat potensial untuk
dikembangkan usaha pariwisata. Demi menekan pembiayaan dalam
penyelenggaraan usaha pariwisata, dengan tetap berorientasi pada
keuntungan yang layak, maka sudah sepantasnya dilakukan penyertaan
modal atas tanah dimaksud. Disisi lain, melalui penyertaan modal maka
pengelolaan usaha pariwisata akan lebih professional sehingga
mendatangkan PAD.

Penyertaan modal yang dilakukan kepada PD Ita Esa dipandang tepat
karena dalam akta pendirian PD Ita Esa, salah satu ruang lingkup usaha
PD Ita Esa adalah di bidang pariwisata. Sehubungan dengan hal tersebut
di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao perlu melakukan
penyertaan modal kepada PD Ita Esa.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada
Perusahaan Daerah Ita Esa merupakan syarat legalitas dilakukannya
penyertaan moda berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Pasal tersebut
menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas. b




Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR * \us




